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5.0. Kesimpulan

Pelaksanaan prrogram rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)
penynndang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakaria merupaksn salah satu
program kebijakan peme:’mtah dulam membenkan hak kepada para penyandang
disabilitas untuk me '

di Indonesia

ondisi kekurangan disabilitas mereka.
Berdasarkan hasil analisa data pada sebe
| ﬁnhwa dalam Implementasi Peme
gleksi Apa
— fhombat
menghmhnt proses | 51 emenuhan Hak Bagi
Penvandang Disabilitas . { Selelest Aparatur Sipil Negara Di
Pemerintahan Daerah lstimewa "l'nE)ra]:ann dapat dilihat dalam beberapa variable
implementasi oleh Merilee 8. Grindle yang digunakan diantaranva - Isi Kebijakan
{Kepentingan yang dimiliki stakeholder, Manfaat yang diharapkan stakeholders,
Perubahan yang diharapkan stakeholder, Kedudukan posisi pembuat kebijakan,
Pelaksanaan Program- Kebijakan, Sumber Daya Yang Terlibat), dan Konteks
Kebijukan (Kekuasaan, Karaktenistik Lembaga Yang Berkuasa, Tingkat Kepatuhan
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Dian Daya Tanggap Proses Pelaksanaan), Secara lebih lanjut kesimpulan penelitian
dijelaskan sebagai berikut :
Z.1.1. Isl Kebljakan (Content of Pollcy)

Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam
Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Megara Di Pemerintshan Daerah Lstimewa
Yogyakarta pada duzamnya dalam pengimplementesian don segi isi kebijakan sudah
memuat beberapa isi kebijaka eherapa indikator vang di
kemukakan i i i

h Istimen Pada intinya isi
ng dimu ndukung beber; jan keperluan vang
ntu penyandang disabilitas dalam me
it Sipil Negara Di Pemerintahan D
mmmmwjmmm

itas selaku kelompok
maksimal 2 persen % dal ks 3
5 Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 2016 Tentang m}randang Disabilitas, warga
Negara Penyandang Disabilitas memperoleh standar hak yang membaniu
penyerataan dengan warga Negara yang normal pada umumnya vang mana dalam
pelaksanaannya dengan menerapkan penyesunian terhadap kondisi yang ada pada
penyandang  disabilitis secara khusus berdasarkan kebutuhan penyandang
disabilitas.
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5.1.1.2. Manfaat yang diharapkan stakeholder

Manfant yang diharapkon dari pemenuhan hak penyandang disabilitas
kaitannya pada pemenuhan hok Penyandang Disabilitas Dalam rekrutmen Dan
seleksi Aparntur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dafam

pﬂmﬂpﬂmdnﬂ hak kesempatan yang
ada penyandang disabilitas diberlukukan pelaksunaan khusus untuk memenuhi
kebutuhan hak kawan penyandang disabilitas vang memiliki kondisi keterbatasan
dalam menjalankan proses vang ada, Pemberlakuan jatah pemberian kuota ini
ditorapkan dapal membaniu dalam menjalankan stau melsksanokan proses
rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas
dalam menggolongkan setiap keperluan yang disesusikan dengan kebutuhan
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penyandang disabilitas. pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan
rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas dalam
perwujudan kebutuhan sudah semoksimal mungkin telah disesuinkan dengan apa
yang dibutulkan penyandang disabilitas sesusi dengan kondisi mercka dan
selanjutnya terkait kuota yang ads tingeal dikembalikan lagi kepada peserta dalam
berusaha menyelesaikan tmhapan vang ada dalam pelaksanaan rekruitmen dan

disabilitas untuk menjadi pekerja

Sipil Nemara (ASN)
| dengan Undang-Undang
memenuhi kebutuhan
menjalankan  proses

Nomor 8 Tahun 2016 Ten
hak-hak yang ada pada _ dal:
rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengon kondisi
disabilitas dan memenuhi standar kuota pemberian yang ada dalam mengisi posisi
vang lelah disediakan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus penyandang
disabilitas.



5.1.1.5. Pelaksanaan Program Kebljakan

Kebijakan pelaksnaan rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada dasarkan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaizn Daerah (BKD)) Daerzh Istimewa Yogyokarta dalam menjalankan
kegitan pelaksanasn rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus
peiivanding ‘disabilites welilii kepiitagePeratiran Dacril Provinsi Dostah

ang dishailitas di Dacrah

ikan sumber daya yang
terlibat dalam memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas. Sumber daya yang
terlibat telah disesuaikan dengan standart nasional dengan penyesuaian aturan yang
ada dalam menjalankan proses rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yvang
telah memberikan standar ketentuan pelaksanzan kegiotan proses rekruitmen dan
seleksi Aparatur Sipil Negara { ASN).



5.1.2. Konteks Kebljakan {Context of Policy)

Berdasarkan teori Merilee 8. Grindle selain dari is1 kebijokan menilai
implementasi kebijakan konteks kebijakan juga perlu diperhatikan juga agar dapat
diketohu apa saja yong ada didalam konteks kebijakan dalam pengimplementasian.
Menurut Merilee 5. Grindle konteks kebijakan merupakan suatu hal yang dapat

lersebut.

melalui Undang-Undan :

beserts Undang-Undang Nomor ® Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
vang telsh menjadi kebijakan awal dalam merepresentasikan pemenuhan hok
penyandang disabilitas dalam menjalani proses rekruitmen dan seleksi Aparatur
Sipil Negara (ASN) bagi penvandang disabilitas. Badan Kepegawaian Draerah
(BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta membantu kebijakan ini melalui persiapan

yang sudah ada sebelumnyn melalui kebijakan utama dalam mengakomodasi
kebutuhan vang diperlukan serta membuat pelaksanaan kegiatan proses rekruitmen
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dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan
dengan benar dan dapat diterima oleh penyandang disabilitas sesusi dengan
pedoman yang ada.

5.1.1.1. Karakteristik Lembaga Yang Berkuasa

Badan Kepegawnian Daerah {EKI}} Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana
menyatakan penjelasan terkail pemberian hak-hak kepada penvandang disabilitas
terkait menjalankan proses rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Megara (ASN)
yang selanjuinya diturunkan dalam Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diterjemahkan oleh Kememenan Pendayagunaan
Aparatur  Negara dan  Reformasi Birokrasi  melalm  peraturan  Menteni
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria
Penctupan Kebutuhan Pegawsi Negeri Sipil dan Peloksanaan Seleksi Calon
Pegawai Megeri Sipil dalam menentukan persyaratan atan ketentuan pelaksanaan
kegiatan proses rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada
penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan dalam respon kepatuhan penyandang
disabilitas dalam menjalankan proses rekruitmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Daersh Istimews Yogyakita pemyands

(el
u

terealisasikan dengan erkait kebutuhanvang ada.

3. Terkait penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi
Aparotur  Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas perlu di
sinkronisnsi terkait setiap pedoman kebijakan yang ada.
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